
RUU TENTANG PRAKTIK PSIKOLOGI

AKD: RUU TENTANG PRAKTIK PSIKOLOGI

Bulan: Juli 2021

Oleh:

GAMBAR

PERPUSTAKAAN
DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846

e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id



RINGKASAN Paket informasi Terkini
PERPUSTAKAAN DPR RI

RUU Praktik Psikologi diyakini dapat tingkatkan kompetensi psikolog 

Sabtu, 13 Maret 2021 12:32 WIB

Lemahnya kekuatan hukum ini salah satunya karena belum ada UU Praktik Psikologi di Indonesia

 

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Desy Ratnasari mengatakan Rancangan
Undang-undang (RUU) Praktik Psikologi dapat meningkatkan kompetensi psikolog di Tanah Air.

 
“RUU Praktik Psikologi sangat penting karena melengkapi UU yang sudah ada dan pastinya bisa meningkatkan kompetensi
psikolog kita,” ujar Desy di Jakarta, Sabtu.

Dia menambahkan RUU Praktik Psikologi tersebut masuk ke dalam 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021 dan termasuk ke dalam
usulan DPR. Desy menjelaskan RUU tersebut awalnya diusulkan pada 2019 lalu pada DPR.

Baca juga: HIMPSI mengharapkan RUU Praktik Psikologi segera disahkan

Desy menambahkan bahwa pembahasan dalam RUU tersebut membutuhkan komitmen sinergitas dan kerja sama pemangku
kepentingan sehingga bisa menghasilkan UU yang komperehensif dan memberikan perlindungan hukum bagi psikolog dan
pengguna layanan. Dalam RUU tersebut juga dijelaskan bahwa layanan psikologi tidak terbatas pada konteks gangguan
mental.

 

Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi), Prof Seger Handoyo, psikolog, mengatakan belum adanya Undang-Undang
Praktik Psikologi dan masih kurangnya dalam jumlah psikolog dan tenaga psikologi lainnya dapat memicu penyalahgunaan atau
orang tanpa kualifikasi pendidikan, kompetensi dan pengalaman tertentu mempraktikkan pekerjaan psikologi yang ambigu
kewenangannya ditengah-tengah masyarakat.

Baca juga: KDRT meningkat saat pandemi bisa akibat faktor ekonomi, kata psikolog

“Maraknya penyalahgunaan praktik psikologi merupakan salah satu fenomena yang muncul karena kondisi yang berkekuatan
hukum lemah. Lemahnya kekuatan hukum ini salah satunya karena belum ada Undang Undang Praktik Psikologi di Indonesia,”
kata Seger.
 

Praktik psikologi perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian dan perlindungan
hukum kepada tenaga psikologi sebagai pelaku profesi yang andal dan berdaya saing tinggi, dengan hasil pekerjaan yang
bermutu serta terjaminnya kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: HIMPSI Kalbar berikan konsultasi gratis terkait wabah COVID-19

Sebelumnya, Himpsi dan AP2TPI (Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia menggelar serasehan secara
virtual, Jumat (12/3). Seger menambahkan masuknya RUU Praktik Psikologi dalam Prolegnas, menunjukkan bahwa RUU
dipandang penting untuk segera disahkan.

 

https://www.antaranews.com/berita/2004933/himpsi-mengharapkan-ruu-praktik-psikologi-segera-disahkan
https://www.antaranews.com/berita/1545732/kdrt-meningkat-saat-pandemi-bisa-akibat-faktor-ekonomi-kata-psikolog
https://www.antaranews.com/berita/1378006/himpsi-kalbar-berikan-konsultasi-gratis-terkait-wabah-covid-19


Seger menegaskan bahwa setelah berkiprah selama 61 tahun, kiranya penting mempunyai legalitas untuk melindungi
masyarakat dan profesi psikologi di Indonesia, mengingat bahwa penempatan sumber daya manusia yang unggul dalam
rangka pembangunan Indonesia membutuhkan keikutsertaan tenaga psikologi yang profesional dan bertanggung jawab.

Baca juga: Sekjen Himpsi: Perempuan kian berperan karena kompetensinya

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemendikbud, Aris Junaidi mendukung psikolog di Indonesia
mendapatkan perlindungan secara undang-undang.

“RUU ini dibutuhkan dan Kemendikbud siap untuk melakukan pembahasan dengan Komisi X DPR. Tentu saja RUU ini akan
diharmonisasikan dengan berbagai Undang-undang yang telah ada, termasuk UU Pendidikan Tinggi,” jelas Aris.
 

Baca juga: Psikolog: Paham kesetaraan gender bisa cegah kekerasan seksual
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https://www.antaranews.com/berita/838614/sekjen-himpsi-perempuan-kian-berperan-karena-kompetensinya
https://www.antaranews.com/berita/2010876/psikolog-paham-kesetaraan-gender-bisa-cegah-kekerasan-seksual


JENIS KETERANGAN URL
Berita Akademisi Berikan Masukan Terhadap RUU

Praktik Psikologi
https://www.unpad.ac.id/2021/0
\n4/akademisi-berikan-masukan-te
\nrhadap-ruu-praktik-psikologi/

Berita Komisi X Nilai RUU Praktik Psikologi Urgen
Dibutuhkan

https://www.republika.co.id/be
\nrita/qqda31428/komisi-x-nilai-
\nruu-praktik-psikologi-urgen-di
\nbutuhkan

Berita Organisasi Profesi Beda Sikap soal RUU Praktik
Psikologi

https://www.kompas.id/baca/kes
\nehatan/2021/04/07/organisasi-p
\nrofesi-beda-sikap-soal-ruu-pra
\nktik-psikologi/

Berita Payung Hukum Untuk Psikologi: Penting Atau
Tidak?

https://lm.psikologi.ugm.ac.id
\n/2021/04/payung-hukum-untuk-ps
\nikologi-penting-atau-tidak/

Berita Praktik Psikologi Butuh Payung Hukum http://kliping.dpr.go.id/index
\n/detail/id/39515

Berita Psikolog Asing dalam RUU Praktik Psikologi https://kumparan.com/juneman-a
\nbraham/psikolog-asing-dalam-ru
\nu-praktik-psikologi-1vIZ22z0Xc
\nq

Berita RUU Praktik Psikologi Cegah Malapraktik http://kliping.dpr.go.id/index
\n/detail/id/40805

Berita RUU Praktik Psikologi Harus Bedakan Praktik
Sejenis

https://www.dpr.go.id/berita/d
\netail/id/33066/t/RUU+Praktik+P
\nsikologi+Harus+Bedakan+Praktik
\n+Sejenis

Berita RUU Praktik Psikologi: Mengapa HIMPSI
merupakan Organisasi Profesi?

https://psychology.binus.ac.id
\n/2021/04/15/ruu-praktik-psikol
\nogi-mengapa-himpsi-merupakan-o
\nrganisasi-profesi/

Berita RUU Profesi Psikologi atau RUU Organisasi
Psikologi?

https://bahasan.id/ruu-profesi
\n-psikologi-atau-ruu-organisasi
\n-psikologi/

Buku Aplikasi psikologi dalam manajemen sumber daya
manusia perusahaan

http://opac.dpr.go.id/catalog/
\nindex.php?p=show_detail&id=186
\n08&keywords=psikologi

Buku Aplikasi psikologi dalam manajemen sumber daya
manusia perusahaan

http://opac.dpr.go.id/catalog/
\nindex.php?p=show_detail&id=186
\n08&keywords=psikologi

Buku More Than the Law: Behavioral and social facts in
legal decision making

http://opac.dpr.go.id/catalog/
\nindex.php?p=show_detail&id=253
\n02&keywords=psikologi

Buku Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka
Pada Tahap Penyidikan

http://opac.dpr.go.id/catalog/
\nindex.php?p=show_detail&id=220
\n86&keywords=psikologi

Undang-undang &
Peraturan

Naskah Akademik dan Naskah RUU tentang
Praktik Psikologi

https://www.google.com/search?
\nq=UU+praktik+psikologi+kajian&
\nsource=

Undang-undang &
Peraturan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
Profesi Psikologi

https://www.dpr.go.id/doksileg
\n/proses1/RJ1-20200226-063536-6
\n304.pdf

Undang-undang &
Peraturan

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
1112/MENKES/PB/XII/2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis
dan Angka Kreditnya

https://ipkindonesia.or.id/per
\naturan-dan-undang-undang-terka
\nit-profesi-psikolog-klinis/

Undang-undang &
Peraturan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun
2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah
Sakit

https://ipkindonesia.or.id/per
\naturan-dan-undang-undang-terka
\nit-profesi-psikolog-klinis/

Undang-undang &
Peraturan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 Tahun
2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Psikolog Klinis

https://ipkindonesia.or.id/per
\naturan-dan-undang-undang-terka
\nit-profesi-psikolog-klinis/

Undang-undang &
Peraturan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 Tahun
2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

https://ipkindonesia.or.id/per
\naturan-dan-undang-undang-terka
\nit-profesi-psikolog-klinis/



Undang-undang &
Peraturan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008
tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan
Angka Kreditnya

https://ipkindonesia.or.id/per
\naturan-dan-undang-undang-terka
\nit-profesi-psikolog-klinis/

Undang-undang &
Peraturan

Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus

https://ipkindonesia.or.id/per
\naturan-dan-undang-undang-terka
\nit-profesi-psikolog-klinis/

Undang-undang &
Peraturan

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 90
Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan
Indonesia

https://ipkindonesia.or.id/per
\naturan-dan-undang-undang-terka
\nit-profesi-psikolog-klinis/

Undang-undang &
Peraturan

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017
tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

https://ipkindonesia.or.id/per
\naturan-dan-undang-undang-terka
\nit-profesi-psikolog-klinis/

Undang-undang &
Peraturan

Peraturan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2009
tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog
Klinis

https://ipkindonesia.or.id/per
\naturan-dan-undang-undang-terka
\nit-profesi-psikolog-klinis/

Undang-undang &
Peraturan

RUU Praktik Psikologi https://www.dpr.go.id/dokakd/d
\nokumen/BALEG-RJ-20200707-11363
\n6-9288.pdf

Undang-undang &
Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

https://www.dpr.go.id/dokjdih/
\ndocument/uu/1600.pdf

Undang-undang &
Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

https://www.dpr.go.id/dokjdih/
\ndocument/uu/1618.pdf

Undang-undang &
Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

https://www.dpr.go.id/dokjdih/
\ndocument/uu/UU_2009_44.pdf


